
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTAN(3 TATA CARII
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANIC;AN'YANG

BERSUMBER DARI ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAERI\II

Menimbang

PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturarr Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelola,an l(euangan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20"Lt, perlu
mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawabarrr subsidi dan
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
bahwa Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2013 tentirng T'ata Cara
Pemberian dan Peftanggungjawaban Subsidi dan Bantuiln Fieuangan
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo perlu disesuaikan dengan ketentuarnr perundan,g-
undangan;
bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dinnksurJ dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 

'7 
tahun 20X3

tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Sutlsidi dan
Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentan'g Qrrganisasi
Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 19t15
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3298);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemberrtrukarr Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomrcr
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn,or 4{)60);
Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuilngan, Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:l Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
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4.

5.

6,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendat'laraan Negilra

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
'fambaftan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembariln Negiara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernnbaran Negiara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'+ Nomor L25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia lNomor 44'.37)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4844'.1;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbetrtgan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lennbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor L26, Tambilhan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor q$q;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 445'6);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keseprhteraan Sc,sial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21967)i

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talhun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rep,utblik Indonresia

Nomor 5?3il;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenhng Dana

perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenterrrg Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor !40, Tambahan Lembaran Negara Repulllik Indonesia

Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 tentang PembatSian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintaharr lDaerah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran ltlegarra Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran ttlegara Republik

7 .

8.

9.

-JIndonesia Nomor 4737);
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Menetapkan

14' Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentlng lJrganisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiin Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repulrlik Indonesia
Nomor 474t);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor t23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone:;ia Nomor

5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang llata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang F'engadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 20L2 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200t3 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan lf4enteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengel,cllaan Keuangan
Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurmber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun :1006 Nomor 03
Seri E);

MEMUTUSI(AN :

: TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGAMN PENDAPATAN

DAN BELAN]A DAEMH PROVINSI GORONTALO

Ketentuan dalam

Cara Pemberian

Yang Bersumber

Gorontalo (Berita

sebagai berikut :

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata

dan Peftanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 20t3 Nornor 07) diubah
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

24 SKPD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Gorontalo
yang disebut dalam Surat Keputusan Gubernur untuk diiberikan tugas
dan beftanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaern belanja
subsidi dan bantuan keuangan.

3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal '/akni Pasal 22A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A
sesuai Kemampuan Keuangan Daerah, Gubernur dapat memberikan
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus setiap tahun anggaran
dan/atau sepanjang dibutuhkan kepada Kabupaten/Kota daram rangka
mendukung program dan kegiatan nasional, sefta progrann dan kegiatan
provinsi yang bukan merupakan kewenangan pemerriintafr provinsi
namun dengan keterbatasan kemampuan keuangannya Lrerlum dapat di
danai oleh Kabupaten/kota.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (5) dihapus.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
(1) KPA dan PPTK belanja bantuan keuangan dapat melerkukan proses

pencairan dana setelah menerima permohonan penciliran dana dari
pemeri ntah ka bupaten/kota.

(2) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepaclai kelcamatan,
kelurahan/desa agar melampirkan rekomendasi berupa perrsetujuan
besaran yang akan ditransfer berdasarkan penilai,an dan daftar
penerima dari SKPD teknis Provinsi yang bertanggung.liawab terhadap
pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah keramatan dan
kelurahan/desa atas persetujuan PPKD.

(3) Proses pencairan ditandai dengan penandatang,anan kwitansi
pencairan dana dan administrasi lainnya yang digurnakan dalam
proses pencairan.

(4) dihapus
(5) Peruntukan, besaran sefta Pencairan dana akan diatur febih lanjut

dalam Keputusan Gubernur, dan atau Petunjuk Tekhnis
Pemberiannya.

6. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dihapus.
7. Ketentuan Pasal 31 ayat (5) dihapus.
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Gorontalo.

BERTTA DAEMH PROVINST GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 33.
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